SALINAN |

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Menimbang a. bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia Tahun 2023 telah
selesai  dilakukan  pembahasan  oleh  Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang
Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah
Kabupaten Kulon Progo Terhadap Laporan FHasil
Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik

Indonesia Tahun 2023;

Mengingat - 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Dacrah Istimewa Jogjakarta sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18
Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang



Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk
Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon
Progo dan Adikarto dalam Lingkungan Daerah
Istimewa Yogyakarta Menjadi Satu Kabupaten yang
Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah-Tangganya
Sendiri  dengan Nama Kabupaten Kulon-Progo
(Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684 1);
Peraturan Permerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950
Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan
Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur / Tengah
/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilaan
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota
(Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6197);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6323);



Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

KEDUA

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun
2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
288);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah;

9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Tata Tertib sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Dewan  Perwakilan Rakyat Dacrah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1
Tahun 2018 tentang Tata Tertib;

1. Hasil Rapat Pansus Pembahas Laporan Hasil
Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia Tahun 2023;

2. Hasil Rapat Paripurna Penetapan Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo
tentang Rekomendasi terhadap Laporan Hasil
Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik

Indonesia Tahun 2023, tanggal 28 Mei 2024,

MEMUTUSKAN :

Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap
Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia Tahun 2023 scbagaimana (ercantum
dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

disusun atas :



a. Laporan dan pendapat Pansus Pcmbahas Laporan Hasil
Pemeriksaan Badan Pemcriksa Keuangan Republik
Indonesia Tahun 2023; dan

b. Pemandangan Umum dan Pendap«at Akhir fraksi - fraksi
Dewan Perwakilan Rakyat Daeciah Kabupaten Kulon
Progo.

KETIGA . Rekomendasi Dewan Pcrwakilan Rakvat Dacrah Kabupatcn
IKKulon Progo terhadap Laporan Has:l Pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia  Tahun 2023
sebagaimana dimaksud Dikium KESATU disampaikan kepada
Bupati Kulon Progo untuk dipergunak: n sebagai acuan dalam
perbaikan penyclenggaraan pemecrintal an kedepan.

KEEMPAT Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulail
berlaku pada tanggal ditetapkan.

Diletapkan di Watcs

Pada Tanggal 28 Mei 2024
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
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Salinan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah ini disampaikan Kepada

Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melidui Dircktur  Jenderal
Otonomi Daerah;
2. Gubernur Dacrah Istimewa Yogyakaria;
3. Bupati Kulon Progo.
Untuk diketahui dan/atau @fgpizrgunakan schagaimana n estinya



